
MK menegaskan bahwa lembaga/unit kerja tempat guru honor-
er bernaung harus proaktif agar guru honorer terdaftar dalam
database (database BKN, DAPODIK, dan NUPTK), serta harus
mengusulkan kebutuhan, formasi, dan kualifikasi. "Sehingga, terbu-
ka kesempatan bagi guru honorer tersebut untuk meningkatkan
statusnya menjadi ASN atau PPPK," tandas Daniel.
Sementara itu, berkenaan dengan pegawai honorer yang tidak

masuk ke dalam database tetapi secara faktual telah memenuhi
persyaratan waktu mengabdi harus dilindungi haknya dan tetap
diproses untuk menjadi PPPK sesuai dengan tenggang.
Walaupun demikian, MK menolak petitum gugatan yang di-

layangkan pemohon. "Menolak permohonan pemohon untuk selu-
ruhnya," ucap Ketua MK Suhartoyo.
Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menegaskan

bahwa Mahkamah berpegang pada dua putusan sebelumnya.
Berangkat dari Putusan MK Nomor 9/PUU-XIII/2015 pada 2016,
MK menyatakan bahwa rekrutmen ASN didasarkan pada profe-
sionalisme. Selain itu, rekrutmen ASN ditujukan untuk pelamar se-

cara umum dan bukan hanya tenaga kerja honorer. MK pun meng-
anggap, dengan begitu, maka tenaga kerja honorer tetap berke-
sempatan ikut rekrutmen ASN selama memenuhi kualifikasi dan
asas profesionalitas. (Ant/Has)-f

kepala pemerintahannya atau ada yang mewakili," kata Eddy.
Selain itu, ia mengatakan, jumlah tamu kenegaraan selain ne-

gara-negara ASEAN yang bakal hadir cukup banyak. Namun, ia
juga masih menunggu konfirmasi kehadiran untuk bisa menyam-
paikan jumlahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad

Akbar Supratman mengatakan bakal ada 21 tamu kenegaraan
dari negara-negara sahabat termasuk negara-negara ASEAN pa-
da saat pelantikan presiden dan wapres terpilih.                      (Ant)-d
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Selain itu, juga akan memberikan bim-
bingan kepada hakim dan aparatur
peradilan di pengadilan tingkat pertama
hingga banding.
"Sekaligus untuk menjembatani aspi-

rasi serta mengawasi dan menindaklan-
juti permasalahan yang ditemukan di da-
erah kepada pimpinan MA," kata
Sunarto dalam pidato perdananya di
Ruang Prof Dr Kusumah Atmadja
Gedung MAJakarta, Rabu (16/10).
Kedua, Sunarto berjanji bakal mem-

berikan kewenangan otoritas kepada se-
tiap hakim agung untuk memilih, membi-
na dan mengawasi aparatur yang ada di

ruangannya. Dengan begitu, aparatur
dan staf menjadi tanggung jawab penuh
hakim agung yang bersangkutan.
Ketiga, akan memberi kewenangan
berupa berbagi data (data sharing)
kepada pimpinan pengadilan tingkat
banding terhadap aparatur pengadilan
yang ada di wilayahnya, sesuai dengan
kondisi tertentu.
"Keempat, mengaktifkan berbagai fo-

rum untuk menyerap aspirasi seluruh
pemangku kepentingan atas badan
peradilan, baik pemangku kepentingan
internal maupun eksekutif dan legislatif
selaku pemangku kepentingan ekster-

nal," ungkapnya.
Sunarto juga memandang meningkat-

kan kesejahteraan hakim dan aparatur di
lingkungan MA tidak kalah penting.
Pelayanan yang telah diberikan dengan
optimal selama ini tidak dibarengi de-
ngan kesejahteraan yang memadai.
Oleh sebab itu, perlu adanya peningkat-
an pagu dalam daftar isian pelaksanaan
anggaran (DIPA) dan mengupayakan
adanya anggaran yang mandiri.
"Dengan anggaran yang mencukupi,
bisa meningkatkan kesejahteraan para
hakim dan aparatur kita," tambahnya. 

(Ant/Has)-f

Beberapa calon menteri yang meng-
hadiri pembekalan di Hambalang, ke-
marin, antara lain Yusril Ihza Mahendra,
Nusron Wahid, Budi Santoso, Raja Juli
Antoni, Pratikno, Budi Arie Setiadi, Yandri
Susanto, Airlangga Hartarto, Natalius
Pigai, Sri Mulyani Indrawati, Saifullah
Yusuf, Meutia Hafid dan Agus Harimurti
Yudhoyono. Kemudian, ada juga
Panglima TNI Jenderal TNI Agus
Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo
Sigit Prabowo.
Di lokasi yang sama, mantan kepala BIN

Budi Gunawan juga hadir. Kedatangan Budi
Gunawan dibenarkan Komandan Deta-

semen Pengawalan Khusus Menteri
Pertahanan Letkol Inf G Borlak yang berjaga
di depan gerbang Hambalang.
Ketua Harian DPPPartai Gerindra Sufmi

Dasco Ahmad mengatakan, pembekalan di
kediaman Prabowo diikuti hampir seluruh
calon menteri, calon wakil menteri dan calon
kepala badan kabinet pemerintahan men-
datang. Meski demikian, ia tak memungkiri
ada sejumlah tokoh yang sebelumnya belum
ikut menghadap Prabowo di kediamannya di
Jalan Kertanegara Jakarta Selatan, pada
Senin dan Selasa (14-15 Oktober 2024) dan
baru menemui Prabowo, Rabu kemarin.
Sebelumnya, sebanyak 49 tokoh yang

disebut sebagai calon menteri diundang untuk
bertemu presiden terpilih Prabowo di rumah-
nya di Jalan Kartanegara Jakarta Selatan.
Senin (14/10). Mereka dipanggil untuk ditem-
patkan di posisi pos kementerian yang telah
dipersiapkan Prabowo. Para tokoh itu terdiri
politisi, akademisi, hingga menteri era
Presiden Joko Widodo.
Kemudian pada Selasa (15/10), 59 calon

wakil menteri maupun calon kepala badan.
Beberapa di antaranya adalah pesohor Raffi
Ahmad, Anggota Dewan Pembina Partai
Solidaritas Indonesia Giring Ganesha, man-
tan atlet Taufik Hidayat, hingga musisi Yovie
Widianto. (Ant/Obi)-f
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kementerian dalam negeri, luar negeri, dan perta-

hanan memang wajib ada, tidak dapat dibubarkan.
Namun kementerian lainnya dapat dibentuk sesuai
dengan perkembangan, kebutuhan, tugas, efisiensi,
efektivitas, dan berbagai pertimbangan lainnya. Di
Era Demokrasi Terpimpin misalnya, Soekarno per-
nah dibantu oleh 132 orang menteri. Kabinet
Dwikora II ini memang merupakan kabinet dengan
jumlah menteri terbanyak. Namun, usia kabinet ini
hanya sebulan. Setelah itu, jumlah menteri semakin
berkurang. Era Orde Baru  pimpinan Soeharto me-
miliki 24 hingga 44 menteri yang berubah setiap per-
gantian kabinet, dan jumlahnya bisa bertambah
atau berkurang setiap lima tahun pergantian terse-
but. Di era reformasi, Habibie dibantu 37 menteri,
Gus Dur 36 menteri, dan Megawati 33 menteri.
Jokowi mempertahankan banyaknya menteri
seperti presiden sebelumnya, Soesilo Bambang
Yudhoyono, 34 menteri.  
Penambahan kementerian berarti memekarkan

kelembagaan negara. Dengan kata lain, terdapat
perubahan struktur organisasi pengelolaan negara.
Perubahan struktur organisasi tidak bisa di-
analogikan dengan hanya mengubah suatu gam-
bar struktur, namun di dalamnya mengandung pe-
rubahan sistem, prosedur, hubungan antardivisi dan
fungsi, rantai komando, kewenangan, pembagian
kerja, hingga kegiatan operasional. Belum lagi
masalah budaya, strategi, proses, dan masih
banyak lagi yang tentu saja ikut berubah.
Perubahan tersebut tentu membutuhkan waktu
yang tidak singkat. Walaupun hanya memecah ke-
menterian yang ada, namun penambahan 10 ke-
menterian tidak hanya mengenai penambahan 10
orang menteri, namun menyangkut struktur di
bawahnya. Kalau masalah kelembagaan saja baru
akan dimulai, bagaimana dengan tancap gas untuk

langsung bekerja?
Penambahan jumlah kementerian juga diartikan

bongkar pasang lembaga-lembaga yang ada di
bawahnya. Mempertahankan jumlah kementerian
yang sudah ada namun tetap memperkuat unsur-
unsur di bawah kementerian tersebut yang meru-
pakan pelaksana merupakan langkah yang
barangkali lebih bijaksana. Bila pelaksana kebijakan
kuat, maka bisa langsung gaspol untuk bekerja.
Menteri yang memiliki pelaksana setingkat direktur
jenderal atau deputi yang kuat akan lebih sigap
dalam bekerja. Penguatan pelaksana lebih efisien
karena terkait dengan jenjang karier yang dibangun
dari bawah, sehingga proses pembelajaran lebih
cepat. Sementara bila posisi menteri yang ditam-
bahkan ada kalanya belum memahami belantara
tugasnya namun harus segera bekerja. Belum lagi
kalau penunjukan menteri tersebut karena kepen-
tingan politik atau karena politik balas jasa. Dari sisi
rentang kendali, penambahan jumlah menteri juga
memperluas kendali presiden atas para menteri.
Walaupun dapat diberhentikan oleh presiden apabi-
la menteri tidak mampu menjalankan tugasnya, na-
mun negara akan turut menanggung beban dari
pergantian-pergantian tersebut.
Masih ada waktu untuk melakukan kajian se-

belum menentukan banyaknya kementerian pada
Kabinet Prabowo sebelum ditemukan angka berta-
han, bertambah, atau malah berkurang. Perlu anali-
sis dan evaluasi secara seksama dalam menen-
tukan efektif dan efisiennya kementerian sesuai ur-
gensi permasalahan bangsa ini. Persoalan
berhutang budi atau berbagai kepentingan politik
lainnya jangan membuat penyelesaian persoalan di
negara ini dikalahkan.

(Penulis adalah Dosen FE UMB Yogyakarta &
Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta)-d

"Hasil tim pertimbangan tersebut menyata-
kan Bapak Muhammad Herindra sebagai
satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan
kami terima," kata Ketua DPR RI Puan
Maharani saat konferensi pers usai
memimpin jalannya uji kelayakan yang
berlangsung tertutup.
DPR RI akan memproses hasil uji ke-

layakan Herindra sebagai calon Kepala BIN
untuk diambil persetujuan dalam Rapat
Paripurna pada Kamis (17/10) hari ini. "Insya-
Allah, paripurna untuk menyatakan terkait ke-
siapan calon Kepala BIN  akan kami lakukan
paripurna besok (Kamis hari ini," tuturnya.
Ia menyebut, Herindra akan dilantik presi-

den terpilih Prabowo Subianto sebagai
Kepala BIN untuk menggantikan Jenderal
Polisi (Purn) Budi Gunawan. Meski demikian,
ia enggan membeberkan kapan pelantikan
Herindra sebagai Kepala BIN  dilakukan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi
Dasco Ahmad menyebut Letjen TNI (Purn)
Muhammad Herindra rencananya dilantik se-
bagai Kepala BIN bersamaan dengan pelan-
tikan kabinet menteri pemerintahan men-
datang, 21 Oktober.
Adapun, Selasa (15/10), Ketua DPR RI

Puan Maharani mengatakan telah menerima
surat dari Presiden Joko Widodo terkait pem-
berhentian dan pengangkatan Kepala BIN
pada 10 Oktober 2024. Presiden Jokowi ke-
mudian mengusulkan Muhammad Herindra
sebagai calon Kepala BIN untuk menggan-
tikan Budi Gunawan.
DPRI RI meminta Letjen TNI (Purn)

Muhammad Herindra sebagai Kepala BIN
untuk menjaga stabilitas NKRI. Permintaan itu
disampaikan saat pimpinan DPR bersama
tim perwakilan dari delapan fraksi di parlemen
melakukan fit and proper test terhadap

Herindra.
"Salah satu hal yang dimintakan DPR

kepada calon Kepala BIN yang baru adalah
untuk tetap menjaga stabilitas NKRI," kata
Ketua DPR Puan Maharani
DPR RI, lanjut Puan, juga meminta

Herindra untuk menjaga konsistensi tugas,
pokok dan fungsi (tupoksi) BIN dapat bekerja
secara netral. "Kemudian bekerja bukan ke
dalam saja, tapi juga menjaga tugas tupoksi-
nya itu untuk ke luar, maksudnya ke luar
negeri," ujarnya.
Herindra menuturkan, dirinya dipesan pres-

iden terpilih yang juga Menteri Pertahanan
(Menhan) Prabowo Subianto untuk
mengedepankan kolaborasi dan menjaga
keutuhan NKRI. "Intinya kami harus berkolab-
orasi dengan semua stakeholders,  kami
harus tetap menjaga keutuhan negara
Indonesia," ucapnya.                        (Ant/Obi)-d

tumpah ruah memenuhi area Alun-
alun Wates.
Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo

Srie Nurkyatsiwi mengajak seluruh
lapisan masyarakat saling bersinergi
menuju Kulonprogo lebih baik lagi.
"Peringatan HUT hendaknya menjadi
momentum penting mengevaluasi
berbagai program pembangunan yang
sudah dijalankan sekaligus meren-
canakan program-program pemba-

ngunan di semua aspek pada  masa
mendatang menuju Kulonprogo yang
lebih baik, maju dan sejahtera,"
ajaknya. 
Sementara Wakil Gubernur DIY KG-

PAA Paku Alam X saat membacakan
sambutan Gubernur DIYSri Sultan HB
X menegaskan, Geblek sebagai ikon
Kulonprogo di Ulang Tahun ke-73,
adalah simbol kesederhanaan dan ju-
ga menyiratkan kekuatan. 

"Bentuk geblek yang melingkar me-
nunjukkan harmoni, sementara tek-
sturnya mencerminkan ketangguhan
dan sifat adaptif masyarakat.
Maknanya di tengah arus per-
kembangan zaman, masyarakat
Kulonprogo harus mampu beradaptasi
tanpa kehilangan jati diri, dengan visi
seperti itu mari kita menguatkan sema-
ngat gotong royong dan inovasi," tu-
turnya.                                          (Rul)-d


